Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006 Fakultas Hukum Universiats Diponegoro

14



Jurnal Law Reform Program Studi Magister lImu Hukum
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006 Fakultas Hukum Universiats Diponegoro

15



Jurnal Law Reform
Volume 2, Nomor 1, Tahun 2006

mulus. Banyak kritik yang disampaikan
oleh para ahli hukum berkenaan dengan
penerapan konsep tanggung jawab
komando dan pelanggaran HAM berat
didalam UU nomor 26 tahun 2000.
Oleh karena itu maka dalam rangka
pembaharuan hukum pidana nasional,
khususnya dalam rangka penyusunan
naskah KUHP, maka perlu dilakukan
pengkajian bagaimana sebaiknya konsep-
konsep hukum intemasional tersebut diatur
didalam hukum pidana nasional.

2. Perumusan Masalah

1). Bagaimana prakiek penerapan
Tanggungjawab Komando dalam
kasus-kasus pelanggaran HAM
yang berat di Indonesia?

2). Bagaimana pengaturan
tanggungjawab komando terhadap
pelanggaran HAM yang berat
dan kejahatan perang dalam
pembaharuan hukum pidana di
Indonesia?

3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1). Untuk mengetahui dan
menjelaskan tentang penerapan
tanggungjawab komando dalam
kasus-kasus pelanggaran HAM
yang berat di Indonesia.

2). Untuk mengetahui serta
menjelaskan pengaturan
tanggungjawab komando terhadap
pelanggaran HAM yang berat
dan kejahatan perang daiam
pembaharuan hukum pidana di
Indonesia.
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4. Tinjauan pustaka

A. Konsep Pertanggungjawaban

Pidana

Definisi konsep “pertanggungjawaban”
(liability), pada intinya berujung pada
perbuatan, moral, hukuman/tindakan yang
kesemuanya itu dapat disimpulkan adanya
“kesalahan”. Dengan demikian maka
asas kesalahan (asas culpabalitas)
merupakan asas yang sangat fundamental
dalam hukum pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas,
maka dalam membuktikan apakah
seseorang dapat dijatuhi pidana harus
dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan
yang dituduhkan itu telah memenuhi
unsur-unsur rumusan delik. Apabila telah
dipenuhi, baru menuju pada tahap ke-
dua, yaitu melihat apakah ada kesalahan

dan apakah pembuat mampu
bertanggungjawab.
Menurut Moeljatno untuk

menyimpulkan bahwa seseorang itu dapat
dipertanggungjawabkan harus memenuhi
unsur-unsur pertanggungjawaban pidana
seperti berikut:’
a. Melakukan perbuatan pidana
(sifat melawan hukum)
b. Di atas umur tertentu mampu
bertanggungjawab

* Elsam, Makalah tanggung jawab komando.
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c. Mempunyai suatu bentuk
kesalahan yang berupa
kesengajaan atau kealpaan

d. Tidak adanya alasan pemaaf.

B. Pengertian Dan perkembangan
Konsep Tanggungjawab Komando
Terhadap Pelanggaran berat HAM
Dan Kejahatan Perang Dalam
Hukum Internasional.

1. Pengertian Tanggungjawab Komando
Menurut Hukum Intemasional
Dalam doktrin hukum Intemasional

mengenai pertanggungjawaban komando

adalah doktrin yang berhubungan dengan
pertanggungjawaban pidana secara
individual yang dikembangkan melalui
kebiasaan dan praktek-praktek pengadilan
kejahatan perang, terutama seusai perang
dunia ke-ll. Doktrin ini kemudian menjadi
dasar hukum bagi komandan militer
atau individu lain yang berada dalam
posisi atasan atau pemegang kekuasaan
komando lainnya untuk bertanggung jawab
secara pidana atas kelalaian atau
kegagalannya untuk melaksanakan
pengendalian terhadap anak buahnya
sehingga terjadi kejahatan Intemasional.

Kegagalan bertindak (f&iure to act) ini

dikatakan sebagai tindakan pembiaran

(ommision) sehingga komandan harus

bertanggung jawab.*

Selanjutnya Dalam konteks hukum
perang atau hukum sengketa bersenjata,
maka dokirin tanggung jawab komando

didefinisikan sebagai tanggung jawab
komandan militer terhadap kejahatan
perang yang dilakukan oleh prajurit
bawahannya atau orang lain yang berada
dalam pengendaliannya’. Dalam praktek
dan perkembangannya, doktrin tanggung
jawab komando bukan hanya diberlakukan
para komandan militer saja tetapi juga
terhadap atasan atau penguasa sipil
yang memiliki kewenangan untuk
memberikan komando atau perintah
kepada pejabat militer atau menggerakkan
kekuatan militer. Berdasarkan hal tersebut
maka muncullah istilah tanggung
jawab atasan (superior responsibility)
dan tanggung jawab komandan
(commander respor-sibility).

2. Perkembangan Tanggung Jawab
Komando Terhadap pelanggaran
berat HAM Dan Kejahatan Perang
Dalam Hukum Internasional.
Mulanya, Raja Charles VIl dari Pe-

rancis di Orleans pada tahun 1493

mengeluarkan perintah yang tegas

berkaitan dengan doktrin tanggung jawab
komando. Dalam peritah tersebut terdapat

*Weston D. Burnett, Command Responsibility and

Acase Study of the Criminal Responsibility of Israel
Military Commanders for the Progrom at Shatila and
Sabra, 107 Military Law Review, 1985, hal. 76.

* Lihat lebih lengkap Pembaharuan hukum Pidana

di Indonesia, Prakoso Djoko, 1987, Liberty,
Yogjakarta, hal.183-268. Lihat juga Soedarto,
Opat, hal.36-55. Lihat juga Wantjik Saleh,
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Internasional yang antara lain dengan
melihat dan membandingkan kasus yang
telah diputuskan baik pada pengadilan
nasional maupun pada pengadilan
internasional yang diperoleh dari Komisi
Nasional HAK Asasi Manusia (KOMNAS
HAM) di Jakarta..
4. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan secara nomnatif
kualitatif, dengan mengacu pada penelitian
inventarisasi hukum positif dan penelitian
terhadap asas-asas hukum serta penelitian
untuk menemukan hukum in concerto.

B. PEMBAHASAN
Penerapan Tanggung Jawab
Komando dalam Kasus-kasus
Pelanggaran HAM Berat di

Indonesia.

Dalam hal ini penulis hanya
membahas dua kasus pelanggaran HAM
Berat, yaitu kasus TIM-TIM serta kasus
tanjung Priuk. Secara kronologis kedua
kasus tersebut pada intinya adalah,
dalam kasus TIM-TIM terjadi pasca
jejak pendapat yang melawan pro
Indonesia dan pro kemerdekaan yang
kemudian menimbulkan bentrokan yang
mengakibatkan pembunuhan serta
penyiksaan yang melibatkan para
komandan militer, sipil serta pemerintahan
daerah. Berdasarkan hal tersebut maka
dapat disimpulkan telah terjadi pelanggaran
HAM vyang berat. Sedangkan dalam
kasus tanjung priuk adanya pertentangan
antara pemerintahan orde baru dengan

Program Studi Magister lImu Hukum
Fakultas Hukum Universiats Diponegoro

para pengaji yang mengakibatkan
terjadinya pembunuhan yang membabi
buta, dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa adanya pelanggaran HAM yang
berat. Berdasarkan kronologis tersebut
maka putusan pengadilam HAM Ad

Hoc memutuskan adanya penerapan

tanggung jawab komando dalam kedua

kasus tersebut yang pada intinya adalah
sebagai berikut ; :

1. Dalam Putusan Pengadilan HAM
Ad Hoc untuk Kasus Pelanggaran
Berat HAM di Timor-timur

Dengan mencermati putusan
pengadilan HAM Ad Hoc pada kasus
pelanggaran berat HAM di Timor-Timor
maka terdapat delik yang berkaitan
dengan tanggung jawab komando (Pasal

42 UU No. 26 tahun 2000) yaitu pertama,

adalah putusan yang menjelaskan

tanggung jawab komando hanya berkaitan
dengan adanya hubungan antara atasan
dan bawahan, antara pelaku dan
terdakwa. Kedua Pengendalian atau
kontrol yang efektif secara umum
ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang
menjelaskan atasan sungguh-sungguh
mampu menggunakan Kkekuasannya
bilamana ia menginginkannya. Dengan
demikian istilah tersebut menunjuk kepada

“material ability” untuk mencegah dan

menahan tindak pidana.” Ketiga

'* Human Rights Watch, Genoside War Crimes and
Crimes Against Humanizy, Topical Gigest of the Case
Law of The International Criminal Tribunal for
Rwanda and the International Criminal Tribunal for
the Former Yugoslavia, p.70
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